SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Di
Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada

Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,



Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018

tentang  Pembentukan  Unit Kerja  Pengadaan



Menetapkan

11.

12.

Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonsia Tahun 2021 Nomor 351);

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 87 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DI
LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1
2

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ

adalah unit kerja pada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang menjadi

pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Barat.
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Badan Kepegawaian Daerah yang selanjut disingkat BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat.

Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah  kegiatan Pengadaan  Barang/Jasa  oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa
Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah
Majelis yang bertugas menilai norma perilaku penyelenggara pengadaan

barang/jasa.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman profesional bagi Pegawai UKPBJ

dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kode Etik ini yaitu menjaga kewibawaan, martabat,

kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai UKPBJ.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

o

R S -V

nilai dasar, prinsip, dan etika;

kewajiban dan larangan;

Majelis Pertimbangan Kode Etik;

penegakan Kode Etik;

tata cara pemeriksaan pengaduan dan temuan pelanggaran Kode Etik;
sanksi; dan

pendanaan.



BAB II
NILAI DASAR, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 5

(1) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.
b.

Cs

nilai dasar;
prinsip; dan

etika.

(2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi; dan
menjunjung  tinggi  integritas, profesionalisme, martabat,

pertimbangan dan kredibilitas organisasi dan pemerintahan.

(3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi prinsip:

a.

efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum,

efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya,;

transparan yaitu semua ketentuan dan informasi Pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia
barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
terbuka yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

bersaing yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat
diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak
ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam
Pengadaan Barang/Jasa;

adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

penyedia barang/jasa dan tidak mengarahkan untuk memberikan



(4)

keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan
kepentingan masyarakat di atas segalanya; dan

akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung

jawabkan.

Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a.

b.

kewajiban; dan

larangan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (4) huruf a, setiap UKPBJ wajib:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
berakibat persaingan wusaha tidak sehat dalam Pengadaan
Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara; dan

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau

kolusi.

Untuk menaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

huruf b, setiap setiap UKPBJ dilarang:

a.

saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

berakibat persaingan usaha tidak sehat; dan
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b. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau
kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan

Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 7
Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode
Etik.
Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersifat ad hoc.
Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab pada Gubernur.
Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8
Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dijabat oleh inspektur Inspektorat Provinsi Papua Barat.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dijabat dari unsur Inspektorat Provinsi Papua Barat.
Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi unsur Inspektorat Provinsi Papua Barat, BKD,
dan Biro Hukum.
Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat ditambahkan dari unsur Perangkat Daerah sesuai

kebutuhan dan berjumlah gasal.



Pasal 9

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berhenti atau diberhentikan

apabila:
a. memasuki usia pensiun;
b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;

Z

&

tidak bisa melaksanakan tugas terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
meninggal dunia; atau

ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 10

Majelis Pertimbangan Kode Etik, mempunyai tugas:

a. menegakkan Kode Etik; dan

b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang:

a. melakukan pemanggilan kepada UKPBJ yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;

b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan

c. menetapkan ada/tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 11

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik
dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Papua
Barat.
Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas:
a. menerima pengaduan;
b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran

Kode Etik;
c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Pertimbangan Kode Etik;
d. mempersiapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan

e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan
Kode Etik.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Provinsi

Papua Barat.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap:
a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik;
b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan

c. penetapan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Kedua

Pengolahan Dan Analisis Dugaan Awal Pelanggaran Kode Etik

Pasal 13
(1) Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari pengaduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
identitas pengadu;

a
b. uraian masalah yang menjadi dasar pengaduan,

2

alasan pengaduan secara jelas dan rinci disertai data pendukung; dan

fu

ditandatangani oleh pengadu.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 14
(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kepada UKPBJ
yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari sekretariat Majelis

Pertimbangan Kode Etik.
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Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 15
Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbentuknya Majelis
Pertimbangan Kode Etik.
Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan
Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak
pemanggilan pertama diterima.
Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan
Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak
pemanggilan kedua diterima.
Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah,
Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan

pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran terperiksa.

Pasal 16
Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode
Etik dalam sidang tertutup.
Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.
Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari terperiksa.

Pasal 17
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan
dari Pemberi Keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa.
Pemberi Keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani

urusan pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
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Bagian Keempat

Penetapan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pasal 18
Majelis Pertimbangan Kode Etik menetapkan keputusan setelah melakukan
pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 19
Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) berupa:
a. penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik; atau
b. penetapan adanya pelanggaran Kode Etik.
Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat final.
Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN PENGADUAN DAN
TEMUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 20
Segala bentuk Pelanggaran atau dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib
diadukan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik melalui Sekretariat
Majelis Pertimbangan Kode Etik.
Pengaduan terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
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Pejabat Struktural, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung;

o p

Pimpinan Perangkat Daerah;

c. penyedia Barang/Jasa;

d. anggota masyarakat; dan/atau
e. pihak lain di luar UKPBJ.

Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai Pelanggaran atau dugaan
Pelanggaran Kode Etik UKPBJ.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengaduan

Pasal 21

Pemeriksaan terhadap Pengaduan dilakukan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas
Pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis
Pertimbangan Kode Etik;

Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis
Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis
Pertimbangan Kode Etik untuk membahas Pengaduan;

rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan
apakah Pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan;

apabila tidak layak untuk ditindaklanjuti, proses penanganan Pengaduan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak
Pengadu;

apabila layak untuk ditindaklanjuti, penanganan Pengaduan dilanjutkan
dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
1. pemanggilan para pihak;

2. pengumpulan bukti; dan

3. pemeriksaan bukti.

Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan hasil
pemeriksaan terhadap Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan hasil

pemeriksaan dan bukti yang ada;
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keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik mencantumkan sanksi yang
diberikan kepada UKPBJ apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah
terjadi Pelanggaran terhadap Kode Etik;;

keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
huruf g dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil
Gubernur, dan Sekretaris Daerah; dan

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi

berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Temuan

Pasal 22

Pemeriksaan terhadap Temuan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau

lembaga pemeriksa dengan mekanisme sebagai berikut:

a.

Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis
Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk
membahas hasil temuan;

rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat
kesimpulan layak afau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
apabila tidak layak untuk ditindaklanjuti, penanganan hasil Temuan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis;

apabila layak untuk ditindaklanjuti, penanganan hasil Temuan dilanjutkan
dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
1. pemanggilan para pihak;

2. pengumpulan bukti; dan

3. pemeriksaan bukti;

Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan hasil
pemeriksaan terhadap Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan hasil
pemeriksaan dan bukti yang ada;

keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik mencantumkan sanksi yang
diberikan kepada UKPBJ apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah
terjadi Pelanggaran terhadap Kode Etik;

keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
huruf f dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil

Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
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h. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi

berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VII
SANKSI

Pasal 23
(1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada UKPBJ yang melakukan
pelanggaran:
a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah
melakukan pelanggaran;
b. sanksi administratif berupa:
1. teguran tertulis; dan
2. rekomendasi mutasi dari UKPBJ.
(2) UKPBJ yang telah dikenai sanksi moral tidak bersedia menyampaikan

permohonan maaf secara tertulis dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24
Pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan penegakan Kode Etik
dalam Peraturan ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan yang sah sesuai aslinya,

5

Tuitabafat, S.H., M.M.
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